
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : G/ 297 /B.02/HK/2018
 

TENTANG
 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 
KABUPATEN PRlNGSEWU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 

KABUPATEN PRlNGSEWU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi 
sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan / Kebersihan; 

Mengingat : 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2011; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Memperhatikan	 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/3110/SJ Tanggal 18 Mei 
2018 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Retribusi Daerah; 
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ll/IEll/IUTUSKAN: 

ll/Ienetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEll/IPAT 

KELIll/IA 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTAXG RASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 
TENTAXG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PRINGSEWU NOll/lOR 12 TAHUN 2011 TENTAXG 
RETRIBUSI PELAYAlfAX PERSAllIIPAHAK1KBBERSIHAl'I. 

Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Bupati Pringsewu bersama DPRD Kabupaten Pringsewu segera 
melakukan penyempumaan dan penyesuaian terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempumakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, 
setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubemur. 

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri dan Gubemur Lampung paling lama 7 
(tujuh) hari setelah ditetapkan. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan 
mestinya. 

ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 

Pja. GUBERNUR LAMPUNG. 

Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri RI; 
2. Menteri Keuangan RI; 
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu. 
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LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI 297 IB.02lHK/2018 
TANGGAL: 6 JUNI2018 

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN 

No Materi Raperda 

1 2 

Judul Perda1 

2 Dlktum menimbang a. 

b. 

c. 

I 

I 

3 Diktum Mengingat 6. 

8. 

_I 

Rumusan Raperda	 l Rumusan Penyempurnaan 

3 4 

PIiRYiAlrlA., P.RAl=MR 0\' ~iRA lsi KBi'alPJA*.~1 PRINQili!"P.:J PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KEBUPATEN 
tIQMQ~ 1~ WIoI.1 ~Q11 Tlim:;o.IQ j;lIiTj;lII8Io1GllllibD¥PoI'IPN PRINGSEWU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 

PIi~GAMIlAIoI·:~IIl<IiI8IiRglI·1 ~~I PELAYANAN PERSAMPAHANIKEBERSIHAN 

bahwa peninjauan tarif dilakukan dengan memperhatikan indeks harga-harga a. bahwa dengan adanya kemajuan pembangunan, 
dan perkembangan perekonomian; perekonomian yang berkembang dalam masyarakat dan 
bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huru! a perlu dilakukan memperhatikan indeks harga serta perubahan peraturan 
dengan segera agar membelikan dapat memaksimalkan poterst Pendapatan perundang-undangan, maka perlu dilakukan peninjauan 
Asli Daerah Kabupa1en Plingsewu; kembali pengenaan tali! retribusi pelayanan 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hUruf adan persampahanlkebersihan sebagaimana diatur dalam 
hUruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 
Daerah Kabupaten Plingsewu Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusl 2011 tentang Retlibusi Pelayanan Persampahan; 
Pelayanan Persampahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam hUruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi 
Pelayanan Persampahan. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 128RiRQWRgaAd~ 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Nomor 5059); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5587) sebagaimana telah Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
iiwllali 1l81l8R1~8 M terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terak hir 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

~ 

Keterangan 
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Judul Raperda 
disempumaltan sesuai UU 
Nomor 12Tahun 2011 

Diktum menimbang 
disempumakan 

Ditktum Mengingal 
- Angka 6dan 8 

disempumakan. 
- Tambahkan PP 81 tahun 

2012 dan Permen LH 16 
Tahuin 2012 

• Urutan pengetikan 
sesuaikan hierarld 
PerIJUan 

I 

t 

(
 



2 

1 42 3 5 

...	 Peraluran Pemertntah Nomor 81 Tahun 2012 tenlang 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 8ejenis 
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5347); 

..... Peraturan Mentert Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 
tenlang Pedoman Muatan Mate~ Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah numah Tangga; 

Diktum menetapkan Diktum Menetapltan 
PRINGSEWU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG 

4 Menetapkan PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KEBUPATEN Menelapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KEBUPATEN PRINGSEWU NOMOR 12 TAHUN disempumakan dan diakhirt 

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHANIKEBERSIHAN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN dengan tanda baca litik (.) 
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN. sesuai ketentuan UU Nomor 

12Tahun 2011 

Satang tubuh Pasall5 • Penetapan besamya larifPasall 
Beberapa kelentuan dalam Peraluran Daerah Kabupalen relribusi agarBeberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Prtngsewu Nomor 12 
Prtngsewu Nornor 12 Tahun 2011 tenlang Ret~busi Pelayanan disempumakan sesuaiTahun 2011 tentang Relribusi Pelayanan PersampahanlKebersihan (Lembaran 
PersampahanlKebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten pasal 152 UU Nornor 28Daerah Kabupaten Prtngsewu Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut: 
Prtngsewu Tahun 2011 Nomor 12) dlubah sebagai berikut: Tahun 2009. 

• Tarif relribusi hanusnya
K8t9~waA Piisal7 diYDa~; li8~iRgga 98F9WRyi s9tiagai b9FiltUt 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai dihilung bardasarkan 
bertkut: volume sarnpah, bukanPasal7 

berdasarkan luas dan janis(1 ) Slnuklur lalit digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang dibertkan, 
Pasal7 usahaI 

volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakati 
(1) Slruklur talit digolongkan berdasarkan janis pelayanan1(2) Struktur dan besamya tarit Relrtbusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan, volume sampah yang dihasilkan dansebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inladalah sebagai belikut: 

kemampuan masyarakat.A. PengumpulanlPengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan 
(2) Struktur dan besamya larit Retribusi PelayananPemusnahan sarnpah Rumah Tangga: PersarnpahanlKebersihan sebagaimana dimaksud pada1) Daerah ProtokoV Ekonomi: 

ayat (1) dilelapkan sebagai belikUl:
8, kuQ& baR§lWAQA ( ItS8i1 ) < 71 U; Rp 2Q,gQQ; I BuiaR 

A. PengumpulanlPengarnbilan, Pengangkulan, 
~	 bWil8 bilR8WRilR ( 88gilRS ) 71 W 8g agg Ma Rp :Iiggg; I 

Pengolahan dan Pemusnahan sampah Rumah 
I 8wlilII Tangga:

6: bWil8 bilR8wRilR ( ~88ilF) >agg M"Rp aoggg, / ~WlilRI 1) Jalan Prolokol:2) Daerah PenmukimanlPerkampungan: NO VOLUME 
SAMPAH/m3 

1 < 71 
71 - 3002 

3 » 300 

SATUAH TARlF
il	 b!W8& baAilwA8n ( ksoil ) < 71 M;1 R~: 1Q,QgQj ! ~Ylan 

9.	 bWilS bilR!!WRilR ( 88gilR!! ) 71 ua 8.8 agO Ma Rp. Iii ggo, I bulan 20.000,­
8wlilII bulan 25.000,­

G bWil8 bilR!!WRilR ( b88ilF) > aQg Ma Rp :lg ggg; l bwlilR 
30.000,­bulan 
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1 2 3 4 5 
B. PengumpulanlPengambHan , Pengangkutan , Pengolahan dan 2) Oaerah PermukimanlPel'kampul1llan: 

Pemusnahan sampah Perdagangan (Pertokoan, Kios, Los, Amparan, NO VOLUME SATUAN TARIF 
Pedagang Kakl Lima): SAMPAH/m3 

1) KQ9i1 ~J81"~9 GaAi'lt)eA < Q;i1 Mal hiR) R~ 1.0QO, t RaA 1 < 71 bulan 10.000,­
2) SellaRS ~:elwme &SliIlllaA <O,li1 W &,11 Oj~li Ma,tI!sFi) Rli :I 000, ,I 2 72 - 300 bulan 15.000,-

AiIIIi 3 ~ 300 bulan 20.000,­
3) i8&9r ('#91"~Q &a~p8h > Q;7i .13 JhiR) Rp ~ goo, lAM 

B. PengumpulanlPengambilan, Pengangkutan, 
Pengolahan dan Pemusnahan sampah Perdagangan 
(Pertokoan, Klos, Los, Amparan, Pedagang Kaki 
Lima: 

NO SIWA VOLUME SATUAN TARIF 
USAHA SAMPAHI"s 

1 Keeil <0,51 han 1.000.­
2 Sedano 0,51-0,75 hen 2.000,­

I 3 
C. Dst ... 

Blsar » 0,75 hen ......... 

. I?ARAF KOORDINASI ,, 
1. WAKIL GUBERNUR /1 

2. rYSEKDA PROVINSI './
3/ ASISTEN-PEM & KESRA .... 
4. ~SIS;EN EKBANG I j-5. ASISTEN ADM. UMUM 
6. 
7. 
8. 
9. BIRO HUKUM ... 

Pja. GUBERNUR LAMPUNG, 

(
 


